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ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan
salah satu bentuk kejahatan serius yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban,
dan masa depan masyarakat. Salah satu pihak yang sering terlibat dalam peredaran
narkotika adalah kurir, yaitu orang yang membawa, mengantarkan, atau
menyerahkan narkotika kepada pihak lain atas perintah tertentu. Dalam tindak
pidana penguasaan sabu, kedudukan kurir menjadi penting untuk dianalisis karena
meskipun bukan pemilik utama narkotika, kurir tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menguasai sabu secara tanpa hak dan
mengetahui sifat terlarang dari barang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
hukum mengenai pertanggungjawaban pidana kurir narkotika dalam tindak pidana
penguasaan sabu menurut hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk mengkaji proses penyidikan terhadap kurir narkotika dalam perkara
penguasaan sabu yang ditangani oleh Polres Langkat, serta menganalisis konstruksi
pertanggungjawaban pidana kurir narkotika berdasarkan hasil penyidikan di Polres
Langkat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik di
Polres Langkat, serta dokumen penyidikan yang berkaitan dengan perkara
narkotika. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku
hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lain yang relevan. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis
secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana kurir
narkotika dalam tindak pidana penguasaan sabu terutama didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1)
dan dalam keadaan tertentu dapat dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (1). Proses
penyidikan di Polres Langkat dilakukan melalui tahapan penerimaan informasi,
penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi,
pemeriksaan tersangka, pemeriksaan laboratorium, dan penyusunan berkas perkara.
Konstruksi pertanggungjawaban pidana kurir dibangun berdasarkan hubungan
antara tersangka dengan barang bukti, adanya penguasaan sabu secara tanpa hak,
unsur kesengajaan, pengetahuan pelaku, serta peran pelaku dalam proses
pengantaran sabu.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, kurir narkotika, penguasaan sabu,
penyidikan
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ABSTRACT

The issues of narcotics abuse and illicit trafficking constitute serious crimes
that impact public security, order, and the future of society. Couriers—individuals
who transport, deliver, or hand over narcotics to other parties based on specific
instructions—are frequently involved in this trade. In the context of the crime of
possessing crystal methamphetamine (sabu), analyzing the courier's position is
crucial; although they may not be the primary owner of the narcotics, couriers can
still be held criminally liable if proven to be in unauthorized possession of the
substance and aware of its illicit nature.

The objective of the research was to examine and analyze the legal
regulations governing the criminal liability of narcotics couriers regarding the
possession of crystal methamphetamine under Indonesian criminal law.
Furthermore, it seeks to review the investigation process concerning narcotics
couriers in possession cases handled by the Langkat District Police (Polres
Langkat) and to analyze the construction of criminal liability for these couriers
based on the investigation findings.

The research employs a normative legal research method combined with a
socio-legal (empirical-juridical) approach. The data utilized consists of both
primary and secondary sources. Primary data were obtained through interviews
with investigators at the Langkat District Police and via investigation documents
related to narcotics cases. Secondary data were gathered from legislation, legal
textbooks, scholarly journals, and other relevant legal materials. Data collection
was conducted through literature reviews and fieldwork, followed by qualitative
analysis.

Research findings indicate that the criminal liability of narcotics couriers
regarding the offense of possessing crystal methamphetamine is primarily based on
Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics—specifically Article 112 paragraph
(1)—and, under certain circumstances, may also involve Article 114 paragraph (1).
The investigation process at the Langkat District Police comprises several stages:
receiving information, preliminary inquiry, arrest, search, seizure, witness
examination, suspect interrogation, laboratory analysis, and case file compilation.
The framework for the courier's criminal liability is established based on the
connection between the suspect and the evidence, the unauthorized possession of

Z iphetamine, the element of intent, the perpetrator's knowledge, and
/ the perpetmmr\t role in the delivery process.
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